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Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat
dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan
TEGUH KURNIAWAN1*
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Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Abstract. This article attempts to give the picture concerning the importance of public accountability and citizen
participation as one of the instruments to eradicate bureaucratic corruption, seen from various theories. This
paper provides equal and adequate understanding of the role of public accountability and citizen participation
in the eradication process of corruption and the various efforts that can be done to strengthen it. The results
of this literature review shows that the efforts taken to eradicate corruption in Indonesia is still partial and
tend not to have a clear design strategy so that in many cases is not able to reduce signicantly the level of
corruption that occurred. Besides that, the important role of public accountability and citizen participation
in the eradication of corruption has not received much attention as well as has not been thoroughly studied.
Therefore we need further study of the various aspects of public accountability and citizen participation in the
eradication of corruption in Indonesia.
Keywords: corruption, public accountability, citizen participation

PENDAHULUAN
Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar
yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sampai saat ini.
Berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga internasional selalu menempatkan Indonesia dalam urutan tertinggi dari negara yang paling korup di
1
dunia. Hasil ini tidak jauh berbeda setiap tahunnya,
sehingga banyak pihak yang berpendapat bahwa korupsi di Indonesia tetap dianggap sebagai endemic,
systemic dan widespread (Lubis, 2005).
Apabila kita melihat dari sejumlah kasus korupsi
yang ada di Indonesia, kasus tindak pidana korupsi
yang ditangani oleh komisi pemberantasan korupsi
(KPK) sebagian besar (77%) adalah kasus tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan
jasa (Hardjowiyono, 2006). Artinya, dalam banyak
hal korupsi yang terjadi di Indonesia adalah korupsi
birokrasi atau menurut Mahmood (2005) korupsi di
pemerintahan sipil. Korupsi yang seperti ini terjadi

dalam semua tingkatan pemerintahan, tidak hanya
di pusat tetapi juga di daerah-daerah. Bahkan, sejak
diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di ta-hun
2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di Pemerintahan Daerah yang semakin meningkat dengan tajam (Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti, 2007).
Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang
telah dilakukan di Indonesia, dapat dilihat bahwa upaya
yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak
memiliki desain strategi yang jelas sehingga dalam
banyak hal tidak mampu mengurangi secara signikan
tingkat korupsi yang terjadi. Terdapat setidaknya
dua kemungkinan dari gagalnya suatu program
anti-korupsi dalam mencapai tujuannya, yaitu akibat
kesalahan dalam mendesain program anti-korupsi yang
tidak mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh serta akibat diagnosa yang salah terhadap
permasalahan korupsi yang dihadapi (Mahmood, 2005).
Sementara itu terkait dengan penyusunan strategi anti-
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Lihat misalnya dari hasil Survey Transparency International Tahun 2008 dimana Indonesia berada di urutan 126 dari 180 Negara yang di
survey dengan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 2,6. Skor ini hanya naik 0,3 poin dari skor sebelumnya (2007) sebesar 2,3. Pada
tahun 2006 skor IPK Indonesia sebesar 2,4 sementara tahun 2005 sebesar 2,2. Angka-angka ini lebih kecil dibandingkan dengan Negara-Negara
ASEAN lainnya. Untuk Tahun 2008 saja, hanya Filipina, Laos, Kamboja dan Myanmar saja yang skornya berada di bawah Indonesia yakni
masing-masing sebesar 2,3; 2,0; 1,8 dan 1,3, sementara Negara lainnya memiliki skor jauh di atas Indonesia. Bandingkan dengan skor IPK dari
Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing memiliki skor IPK sebesar 9,2; 5,1 dan 3,5. Survey lainnya yang dapat menunjukkan
peringkat korupsi di Indonesia dilakukan oleh PERC (Political & Economic Risk Consultancy) Ltd melalui the annual graft ranking serta
World Economic Forum melalui Growth Competitiveness Index (GCI). Dalam survey PERC tahun 2006 Indonesia mendapatkan skor 8,6 yang
menurun apabila dilihat dari skor tahun 2005 (9,10) serta skor tahun 2004 (9,25). Namun demikian angka ini tetap di atas Negara-Negara
ASEAN lainnya, dimana untuk tahun 2006 Singapura mendapatkan Skor 1,30; Malaysia 6,13; Thailand 7,64; Philipina 7,80; dan Vietnam 7,91.
Sementara itu, dalam GCI Index tahun 2008, Indonesia mendapatkan skor 4,25 dan memiliki peringkat 55. Peringkat ini mengalami penurunan
apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2007) meskipun skor-nya mengalami kenaikan dimana Indonesia menempati peringkat 54
dengan skor 4,24. Angka ini juga tetap berada jauh lebih kecil dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang memiliki skor di tahun 2008 masingmasing sebesar 5,53; 5,04 dan 4,60. Dari data-data di atas dapat menunjukkan kepada kita bahwa Indonesia termasuk Negara yang paling korup
di Dunia (Waluyo, 2006, 5-10).
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korupsi ini, Klitgaard (1998a; 1998b) berpendapat
bahwa strategi anti-korupsi juga harus diarahkan pada
penguatan peran masyarakat dalam mengawasi pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik.
Pentingnya peran partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik dalam pemberantasan korupsi ini ternyata belum begitu mendapat perhatian dan dikaji
secara mendalam di Indonesia. Hal ini dapat dilihat, misalnya dari kesulitan yang penulis dapatkan
dalam upaya pencarian dan penggalian informasi
mengenai kedua hal tersebut. Namun demikian, terdapat pernyataan dari sejumlah pihak yang menegaskan mengenai pentingnya peran masyarakat dan
akuntabilitas publik dalam upaya pemberantasan
2
korupsi di Indonesia.
Minimnya perhatian dan kajian terhadap peran
partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas publik
dalam upaya pemberantasan korupsi telah memberikan
dampak terhadap kualitas yang tidak memadai dari partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat
dilihat misalnya dari laporan pengaduan masyarakat
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang diterima oleh KPK yang sebagian besar diantaranya tidak mengindikasikan adanya suatu tindak pidana korupsi. Berdasarkan buku
laporan tahunan KPK tahun 2007 diperoleh informasi
bahwa pada tahun 2005, 2006, dan 2007 telah diterima laporan pengaduan masyarakat dari seluruh
Indonesia masing-masing sejumlah 7.361; 6.938;
dan 6.510. Namun demikian, pengaduan masyarakat
yang mengindikasikan terjadinya tindak pidana korupsi untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 tersebut masing-masing hanya berjumlah 2.466 (33,5%); 1.628
(23,4%); dan 1.229 (18,8%). Aturan dalam PP Nomor
71 Tahun 2000 sendiri hanya mengatur mengenai tata
cara pelaporan oleh masyarakat ke KPK terhadap suatu
tindak pidana korupsi, padahal, untuk melakukan itu
diperlukan upaya penguatan masyarakat sehingga
masyarakat bisa berpartisipasi secara lebih baik dan
dapat menghasilkan laporan yang berkualitas.
Sementara itu, terkait akuntabilitas publik, kita
dapat menemukan adanya aturan mengenai Laporan
Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP),
sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 7 Tahun 1999 serta Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara (LAN) Nomor 589/IX/6/Y/99
juncto Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003.

2

Hal ini dapat dilihat misalnya dari pendapat Teten Masduki
mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi
(http://satudunia.oneworld.net/?q=node/2235).
Menurut
Teten
Masduki, tidak dapat dipungkiri bahwa peran aktif masyarakat dalam
mendorong program pemberantasan korupsi pada tingkat tertentu
relatif besar. Namun demikian, fondasi gerakan sosial anti korupsi
belum cukup kuat sehingga pengaruhnya belum terlalu kuat untuk
memotivasi masyarakat luas, bisnis dan pemerintah untuk bersamasama melawan korupsi. Lihat pula permasalahan di dalam partisipasi
itu sendiri, misalnya partisipasi termanipulasi (Muluk, 2006:683).
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Namun demikian, mekanisme akuntabilitas sebagaimana
diatur oleh sejumlah peraturan tersebut belum memenuhi kriteria akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud oleh sejumlah pakar seperti Dubnick, Romzek, dan Ingraham, Fesler dan Kettl, serta Shafritz
(Callahan, 2007). Mekanisme akuntabilitas yang
diatur dalam LAKIP hanya ditujukan secara internal
kepada atasan saja serta hanya mengukur sejauh mana
target yang sudah ditetapkan telah tercapai dalam
rangka pelaksanaan misi organisasi. Akuntabilitas
publik yang seharusnya dibangun dalam pandangan
para pakar sebagaimana dikutip oleh Callahan (2007)
adalah akuntabilitas publik yang tidak hanya ditujukan
secara internal (pemerintah atasan saja), tetapi juga ditujukan kepada para pemangku kepentingan lainnya seperti masyarakat. Selain itu, mekanisme
akuntabilitas publik juga tidak hanya ditujukan untuk
mengukur kinerja, tetapi juga dapat memantau perilaku dari pejabat publik agar sesuai dengan etika
dan aturan hukum yang berlaku. Minimnya kajian
yang mendalam terhadap permasalahan akuntabilitas
publik pada akhirnya telah menyebabkan pemahaman
yang berbeda mengenai akuntabilitas publik serta
ketidakmampuan dari sistem akuntabilitas publik yang
ada untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana
korupsi di instansi pemerintahan baik di pusat maupun
daerah.
Berangkat dari latar belakang tersebut, maka tulisan
ini akan berusaha untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya akuntabilitas publik dan partisipasi
masyarakat sebagai salah satu instrumen dalam pemberantasan korupsi di pemerintahan dari berbagai perspektif teori yang ada.
PEMBAHASAN
A. Korupsi: Konteks, Denisi, Jenis, dan Penyebab
Korupsi dalam sejarah peradaban manusia merupakan salah satu masalah yang senantiasa menyertai
perjalanan kehidupan manusia. Perilaku yang dapat
digolongkan ke dalam tindakan korupsi seperti penyuapan dapat ditemukan dalam peradaban kuno masyarakat Yahudi, Cina, Jepang, Yunani, dan Romawi
(Thakur, 1979; Khan, 2000). Bahkan korupsi dengan
skala besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat telah terjadi pada masa peradaban India kuno
(Thakur, 1979, Padhy, 1986; Khan, 2000).
Pada peradaban Indonesia sendiri, korupsi juga
telah berlangsung lama. Hal ini misalnya dapat dilihat
dalam tulisan Smith (1971). Menurut Smith, korupsi
di Indonesia dapat ditemukan sejak mulai masuknya
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) ke Indonesia pada abad ke-18 dan bahkan jauh sebelum itu
apabila dilihat dari perilaku tradisional yang dipraktikkan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara
di era sejumlah kerajaan nusantara. Karenanya dapat
dikatakan bahwa korupsi merupakan endemik yang
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dapat ditemukan pada semua negara di dunia dengan
berbagai tingkatan aplikasinya.
Menurut Gillespie dan Okruhlik (1991), terdapat
lima isu utama dalam literatur mengenai korupsi, yakni denisi, penyebab, dampak, konteks, dan tipe aktivitas yang termasuk korupsi. Menyangkut denisi
itu sendiri, dalam pandangan Gillespie dan Okruhlik
(1991), (1) sebuah denisi konseptual membutuhkan
dua kualitas yaitu sebuah denisi, (2) harus cukup
umum dan memungkinkan komparasi lintas budaya
serta harus cukup berguna secara empirik. Dua kriteria
tersebut telah terbukti menimbulkan kontroversi dalam
upaya sejumlah pakar untuk mencoba mendenisikan
konsep dari korupsi.
Berbagai denisi yang berbeda dari korupsi tersebut, pada intinya menurut Desta (2006) dapat dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu denisi yang
ber-pusat pada jabatan publik (public ofce centred
denitions); denisi yang berpusat pada pasar (market
centred denitions); serta denisi yang berpusat pada
kepentingan publik (public interest centred denitions).
Denisi yang berpusat pada jabatan publik misal-nya
denisi yang disampaikan oleh Nye (1967; Desta, 2006),
yaitu perilaku yang menyimpang dari tanggungjawab
seharusnya sebagai petugas publik karena kepentingan
pribadi (keluarga, kawan dekat), karena mengharapkan
keuntungan uang atau status; atau pelanggaran aturan
dengan memanfaatkan pengaruh pribadi.
Denisi yang berpusat pada pasar dapat dilihat
dari denisi yang dikemukakan oleh van Klaveren
(1957; Heidenheimer dkk., 1989; Desta, 2006), yaitu
seorang pegawai negeri yang korup menganggap
kantornya sebagai sebuah usaha dan menghasilkan
pendapatan yang sebanyak-banyaknya bagi dirinya.
Kantor kemudian menjadi unit untuk dimaksimalkan.
Sementara itu, denisi yang berpusat pada kepentingan
publik dapat dilihat dari kutipan pernyataan Friederick
(1966; Heidenheimer dkk., 1989; Desta, 2006), yaitu
pola korupsi dapat terjadi ketika seorang pemegang
kekuasaan yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan sesuatu, kemudian akibat diberi uang atau
hadiah yang sebenarnya tidak diperkenankan, mendukung atau mengambil tindakan yang sesuai dengan
keinginan orang yang memberinya hadiah dan karena
perbuatannya tersebut merusak kepentingan publik.
Berdasarkan tiga denisi tersebut, denisi yang
penulis gunakan adalah denisi yang berpusat pada
jabatan publik (Nye, 1967). Denisi tersebut dalam
pandangan penulis lebih sesuai dengan denisi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tiga
puluh bentuk/jenis dari tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam tiga belas buah pasal pada UU
tersebut. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan
menjadi tujuh kelompok, yaitu kerugian keuangan

negara; suap-menyuap; penggelapan dalam jabatan;
pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan
dalam pengadaan; serta gratikasi (KPK, 2006).
Selain denisi, para pakar juga mencoba untuk
membuat kategori dari korupsi. Terkait hal tersebut,
korupsi dapat dibagi ke dalam jumlah kategori berdasarkan besarannya maupun berdasarkan kategori pelakunya. Pembagian korupsi berdasarkan besarannya
dapat dilihat misalnya dari pendapat Jayawickrama
(1998; Feng, 2004). Menurut Jayawickrama, korupsi
dapat dibedakan menjadi dua yakni korupsi kecil (petty
corruption) dan korupsi besar (grand corruption).
Sementara itu, dilihat dari kategori pelakunya,
Warren (2004) membaginya menjadi enam kategori,
yakni korupsi yang dilakukan oleh negara yang terdiri
dari tiga kategori (korupsi eksekutif, korupsi peradilan,
dan korupsi legislatif); korupsi yang dilakukan oleh
ranah pubik (media, dan lembaga pembentuk opini publik lainnya); korupsi yang dilakukan oleh masyarakat sipil; serta korupsi yang dilakukan oleh pasar.
Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan
korupsi dan jenisnya, aspek selanjutnya yang perlu
diketahui adalah terkait penyebab dari terjadinya
tindak pidana korupsi. Merujuk berbagai literatur
yang tersedia dapat diketahui sejumlah kondisi yang
disinyalir menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Berdasarkan informasi dari berbagai literatur tersebut dapat diketahui bahwa pada intinya, korupsi
dikarenakan sejumlah faktor baik yang memiliki
kontribusi secara langsung maupun secara tidak langsung. Selain itu, faktor penyebab korupsi juga dapat
dibedakan antara faktor yang terkait dengan karakteristik individual maupun pengaruh struktural.
Pemahaman mengenai penyebab korupsi yang
dikarenakan oleh faktor penyebab langsung dan tidak
langsung dapat dilihat dalam tulisan Tanzi (1998). Menurut
Tanzi, terdapat setidaknya enam faktor penyebab langsung dari korupsi, yakni (1) pengaturan dan otorisasi;
(2) perpajakan; (3) kebijakan pengeluaran/anggaran;
(4) penyediaan barang dan jasa dibawah harga pasar;
(5) kebijakan diskresi lainnya; serta (6) pembiayaan
partai politik. Sementara itu, penyebab tidak langsung
dari korupsi terdiri dari setidaknya enam faktor, yak-ni
(1) kualitas birokrasi; (2) besaran gaji di sektor publik, (3) sistem hukuman; (4) pengawasan institusi; (5)
transparansi aturan, hukum dan proses; serta (6) teladan dari pemimpin.
Adapun penjelasan mengenai faktor penyebab
korupsi yang terkait dengan karakteristik individual
maupun pengaruh struktural dapat diihat dalam tulisan
Nas, Price, dan Weber (1986). Menurut Nas dkk.,
korupsi dilihat dari karakteristik individual terjadi
ketika seorang individu itu serakah atau tidak bisa
menahan godaan, lemah dan tidak memiliki etika sebagai seorang pejabat publik, sementara penyebab
korupsi dari sisi struktural dikarenakan oleh tiga hal,
yakni (1) birokrasi atau organisasi yang gagal; (2)

KURNIAWAN, PEMBERANTASAN KORUPSI

kualitas keterlibatan masyarakat; dan (3) keserasian
sistem hukum dengan permintaan masyarakat.
Pendapat lain mengenai penyebab korupsi dapat
dilihat dari tulisan Bull dan Newell (2003) dalam
kaitannya dengan korupsi politik. Mereka membagi
penyebab korupsi ke dalam empat faktor yang dianggap dapat mewakili faktor-faktor penyebab langsung
maupun faktor yang memfasilitasi tumbuhnya korupsi
yakni faktor sejarah, struktur dan budaya. Keempat
faktor penyebab korupsi menurut Bull dan Newell
adalah (1) budaya politik; (2) struktur dan institusi
politik; (3) sistem kepartaian, partai pemerintah, partai
politik, dan politisi; serta (4) ekonomi politik antara
sektor publik dan sektor privat.
Sementara itu, dalam pandangan Shah (2007), terjadinya korupsi di sektor publik akan sangat tergantung
kepada sejumlah faktor yakni (1) kualitas manajemen
sektor publik; (2) sifat alamiah (kondisi) hubungan
akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat; (3)
kerangka hukum; serta (4) tingkatan proses sektor
publik dilengkapi dengan transparansi dan diseminasi
informasi. Upaya mengatasi korupsi tanpa mempertimbangkan keempat faktor ini menurut Shah akan
menyebabkan hasil yang kurang mendalam dan tidak
berkelanjutan.
Pada kasus Indonesia sendiri, terdapat sejumlah
analisis yang mencoba untuk menjelaskan mengapa
korupsi begitu berkembang di Indonesia. Salah satu
analisis tersebut adalah sebagaimana diungkapkan
Snape (1999). Menurut Snape, setidaknya ada tiga
faktor yang disinyalir menjadi sebab berkembangnya
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia,
yakni faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor budaya Jawa.
Berdasarkan pandangan Snape, faktor politik yang
dicirikan dengan adanya kesenjangan akuntabilitas,
transparansi, institusi demokrasi, dan pers yang bebas
merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi terhadap meluasnya korupsi dalam masyarakat
Indonesia, khususnya di era Orde Lama dan era Orde
Baru. Sementara itu, terkait faktor ekonomi, intervensi pemerintah yang ekstensif dalam perekonomian
dinilai Snape sebagai penyebab dari korupsi di Indonesia. Melalui intervensi ini memunculkan sejumlah
keuntungan secara nansial bagi sejumlah kecil masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang memiliki
kekuasaan dan mereka yang memiliki patron politik
dengan penguasa.
Faktor ketiga yang dinilai Snape memberikan kontribusi bagi praktek KKN di Indonesia adalah faktor
yang terkait dengan penjelasan budaya. Praktek-praktek KKN yang terjadi di masa Orde Baru memiliki akar
pada tradisi budaya masa lalu Indonesia, khususnya
budaya yang berlaku di Jawa (Snape, 1999; Schwartz,
1994). Terkait hal ini, sejumlah praktek KKN menurut Snape mengakar pada kebiasaan Jawa kuno sehingga untuk kemudian dianggap sebagai sesuatu hal
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yang wajar. Kebiasan-kebiasan ini meliputi kebiasaan
dalam memberikan hadiah kepada penguasa; loyalitas
kepada keluarga yang lebih kuat dibandingkan kepada
negara; serta konsep kekuasaan Jawa yang hierarkis,
tetap dan patrimoni.
B. Upaya yang Dapat Dilakukan dalam Memberantas Korupsi: Penguatan Akuntabilitas Publik
dan Partisipasi Masyarakat
Permasalahan korupsi telah ada sejak lama dan
memiliki besaran/tingkatan kompleksitas permasalahan yang tinggi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi akan membutuhkan usaha dan kerja
keras, serta pendekatan yang komprehensif, efektif,
dan memadai. Penentuan upaya apa yang paling
efektif dalam memberantas korupsi juga merupakan
perdebatan dalam banyak literatur mengenai korupsi
(Gillespie dan Okruhlik, 1991). Perdebatan ini pada
intinya berupaya untuk menawarkan pendekatan
multi perspektif/komprehensif yang dianggap dapat
memberikan hasil yang substansial dan berkelanjutan
dalam mengatasi korupsi. Terdapat setidaknya empat
strategi pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan,
yakni (1) strategi terkait masyarakat; (2) strategi terkait
hukum; (3) strategi terkait pasar; serta (4) strategi
terkait politik.
Strategi terkait masyarakat menurut Gillespie dan
Okruhlik ditekankan pada tiga hal utama, yakni norma
etika, pendidikan, dan kewaspadaan publik. Adapun
strategi terkait dengan hukum adalah berkenaan dengan pengenaan aturan hukum terhadap tindak pidana
korupsi. Namun demikian, sanksi hukum terhadap tindak pidana korupsi akan lebih efektif jika diperkuat
oleh strategi pendukung lain seperti keberadaan auditor dan investigator independen, komisi khusus yang
dapat melakukan tindakan hukum terhadap pelaku
korupsi, serta peningkatan besar hukuman bagi pelaku
korupsi.
Strategi terkait pasar menurut Gillespie dan
Okruhlik (1991) adalah dengan mengurangi intervensi
pemerintah dalam perekonomian serta mengurangi
regulasi yang kompleks dan berlapis. Sementara strategi terkait politik menekankan pada tiga perhatian,
yakni kewenangan, akses terhadap proses politik, serta
reformasi administrasi/birokrasi.
Pendapat lainnya mengenai strategi yang dapat
dilakukan untuk memberantas korupsi adalah sebagaimana disampaikan oleh Klitgaard (1998b). Menurut Klitgaard, terdapat 4 (empat) komponen utama dari strategi anti korupsi, yakni dimulai deng-an
“menggoreng ikan yang besar”, melibatkan masyarakat
guna menghasilkan kampanye yang berhasil, memperbaiki sistem yang korup, serta meningkatkan penghasilan pegawai negeri.
Terdapat empat strategi yang dapat dilakukan
guna memberikan hasil yang berbeda dalam upaya
pemberantasan korupsi, yakni memfokuskan pada
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penegakkan hukum dan penghukuman terhadap
pelaku, melibatkan masyarakat dalam mencegah
dan mendeteksi korupsi, melakukan upaya reformasi
sektor publik yang utama, termasuk di dalamnya
kegiatan penguatan akuntabilitas, transparansi, dan
pengawasan, serta memperkuat aturan hukum, meningkatkan kualitas UU anti korupsi, penanganan
tindakan pencucian uang, dan mempromosikan tata
kelola pemerintahan yang baik (Widjajabrata dan
Zaechea, 1991). Sistem politik diharapkan membantu
proses recruitment maupun pengembangan anggota
parlemen menadi wakil rakyat yang tangguh (Isworo,
2007).
Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah,
menurut de Asis (2006) terdapat lima strategi yang
dapat dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk memulai,
mendorong partisipasi masyarakat, mendiagnosa masalah yang ada, serta melakukan reformasi dengan
menggunakan pendekatan yang holistik.
Sejalan dengan pendapat de Asis (2006) khususnya
menyangkut poin mengenai diagnosa terhadap permasalahan yang ada, Shah (2007) berpendapat bahwa
pemberantasan korupsi membutuhkan pemahaman
terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi
tersebut pada sebuah negara/daerah. Karenanya, perlu
dipertimbangkan pula kondisi pengaruh dari korupsi
atau kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada
di masing-masing negara/daerah tersebut. Pemilihan
prioritas anti korupsi pada suatu negara/daerah harus
disesuaikan dengan kondisi pengaruh dari korupsi atau
kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada sebagaimana.
KESIMPULAN
Berdasarkan paparan di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung
parsial dan tidak memiliki desain strategi yang jelas
sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi
secara signikan tingkat korupsi yang terjadi dalam
penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun
daerah. Strategi antikorupsi yang baik adalah strategi
yang telah mempertimbangkan semua faktor yang
berpengaruh dan dengan melakukan diagnosa yang
benar terhadap permasalahan korupsi yang dihadapi.
Selain itu, strategi anti-korupsi juga harus diarahkan
pada penguatan peran masyarakat dalam mengawasi
pemerintah serta penguatan akuntabilitas publik. Pentingnya peran akuntabilitas publik dan partisipasi
masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini ternyata
belum begitu mendapat perhatian dan dikaji secara
mendalam di Indonesia.
Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat merupakan instrumen yang dianggap mampu mengatasi

tindak pidana korupsi baik yang terjadi sebagai akibat
dari faktor-faktor yang bersifat langsung dan tidak
langsung maupun akibat dari faktor-faktor yang berasal dari karakteristik individual dan struktural. Akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat juga dapat
sejalan dilakukan sebagai strategi yang berfokus baik
terhadap masyarakat, hukum, pasar, maupun politik.
Karenanya, dalam upaya pemberantasan korupsi yang
lebih efektif, esien dan tepat sasaran di masa mendatang,
perlulah kiranya dilakukan berbagai ka-jian yang
mendalam terhadap berbagai aspek dari akuntabilitas
publik dan partisipasi masyarakat ini.
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